BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

a. bahwa sehubungan dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak

berlaku Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
serta dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional,
maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun
2025, perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);










Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal, 29 Agustus 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal, 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 44



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 44 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dalam
segala aspek kehidupan.
Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ingin diwujudkan
pada periode Tahun 2025 - 2029 adalah :

VISI : "Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera, dan

Berkeadilan"

MISI :

1. Mendukung dan mendorong kualitas keimanan dan kesalehan
masyarakat;

2. Memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui tepat
guna dan tepat sasaran;

3. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan produk asli pasuruan
yang kompetitif;

4. Memperkuat sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, Dunia Usaha, dan Masyarakat sebagai pilar membangun
daerah;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasisi teknologi informasi

serta aparatur pemerintah yang lebih profesional dan humanis.

Pengelolaan keuangan negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disertai dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara,
mengisyaratkan terjadinya perubahan yang mendasar, terhadap perencanaan
dan penganggaran di daerah :
Pertama: bahwa perencanaan program/kegiatan menjadi satu kesatuan
dengan perencanaan anggaran, sehingga program/kegiatan

yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tafun Anggaran 2025 -







































































































































































































































































































































































































































































































2.Dokumen untuk pembayaran
a. Kelengkapan dokumen untuk pembayaran disesuaikan dengan ketentuan
Permendagri No. 13 Tahun 2006
b. Ketentuan Kuitansi dalam Pembayaran pengadaan barang/jasa adalah
kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh penyedia
(penerima), PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)
sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 .





